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ABSTRAK

PERJANJIAN PENGADAAN SAYUR DAN BUAH OLEH PT AEROFOOD
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

IMANDA HANA BEYHAQI

Konsumsen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kebutuhan pangan konsumen di
Indonesia terus meningkat setiap tahun khususnya bahan pangan pokok seperti sayur
dan buah. Sayur dan buah tersebut didistribusikan oleh beberapa pelaku usaha yang
salah satunya adalah PT Aerofood Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan PT
Aerofood Indonesia ini adalah pengadaan sayur dan buah yang mana kegiatannya
dilandasi oleh adanya perjanjian. Oleh karenanya perjanjian pengadaan sayur dan
buah oleh PT Aerofood Indonesia ini selanjutnya akan dianalisis dengan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah mekanisme pelaksanaan
perjanjian pengadaan sayur dan buah, hubungan hukum antara pihak-pihak dalam
perjanjian pengadaan sayur dan buah, dan akibat hukum apabila salah satu pihak
melakukan wanprestasi.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing,
dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, menunjukan bahwa mekanisme
pelaksanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia
terdapat syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Sedangkan hubungan hukum
yang terjadi dalam perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia



ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Apabila terjadi
wanpestasi yang dilakukan terhadap isi perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah terlebih dahulu, namun jika tidak menemui titik temu dalam
penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak yang bersangkutan sepakat untuk
menyelesaikannya melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Sayur dan Buah, Perlindungan Konsumen
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MOTO

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

(Al Bagarah: 168)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

(Al Maidah: 88)

““‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(Al Anfaal: 27)
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I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses membangun suatu hubungan kerjasama antara dua pihak serta untuk
menjaga segala risiko yang akan terjadi maka dipersiapkan perjanjian. Perjanjian
harus memuat kepastian hukum dan mengatur kepentingan para pihak yang
membuat perjanjian tersebut, sehingga tujuan dari isi perjanjian itu dapat tercapai

dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian harus dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak -
pihak dalam perjanjian yang disebut juga sebagai subjek hukum. Subjek hukum
dalam perjanjian merupakan pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang.
Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.' Badan
hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang,
diberi status pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Badan hukum
dibedakan menjadi dua, pertama badan hukum publik (kenegaraan) yang dibentuk
oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, contohnya seperti
Bank Indonesia. Kedua adalah badan hukum private (perdata) yang dibentuk oleh

pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata, misalnya

! Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, hlm. 23.
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Perseroan Terbatas (PT).”> Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh subjek
hukum tersebut adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang

harta kekayaan.’

Berdasarkan rumusan tersebut, terjadilah suatu perikatan antara
dua pihak atau lebih yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban dari

masing-masing pihak yang bersangkutan.

Perjanjian yang dilakukan badan hukum yang dalam hal ini adalah Perseroan
Terbatas (PT) banyak macamnya, yakni perjanjian jual beli, sewa menyewa,
pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Salah satu perjanjian yang dilakukan
yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mendukung kelancaran
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT). Pengadaan barang
dan jasa harus dilakukan dengan efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, adil dan
berimbang, serta harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dan penyimpangan serta
mengutamakan pengadaan langsung kepada produsen atau distributor resmi yang

ditunjuk.’

Pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua yaitu pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan pengadaan barang dan jasa swasta. Pengadaan barang dan jasa
pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan

> Ibid, hlm. 26.

* Ibid, hlm. 290.

* Abu Samman Lubis, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa Apakah Harus
Dipedomani?Http://Www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-
perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani
Diakses Tanggal 29 Agustus 2016 pukul 21.05 WIB.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang atau Jasa Pemerintah selanjutnya disebut PerPres Pengadaan Barang atau
Jasa Pemerintah. Untuk mekanisme teknis dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

selanjutnya disebut LKPP Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pasal 1 ayat (1) PerPres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengadaan
barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang
atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian
atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan dalam proses pengadaan barang
dan jasa swasta, dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta dalam melakukan
prosesnya berlandaskan atas asas-asas tertentu. Asas-asas yang digunakan
tersebut adalah kebebasan dalam berkontrak, itikad baik, dan konsensualitas.’
Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa

saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan

3 Perbedaan Peraturan Pengadaan Barang atau Jasa Diswasta

Http://forum.pengadaan.id/viewtopic.php ?t=9546 Diakses Tanggal 29 Agustus 2016 pukul 22.10
WIB.
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tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan
dengan kesusilaan.  Sedangkan itikad baik terdapat dalam Pasal 1338
KUHPerdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah
pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan
serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar.
Untuk asas konsensual sendiri mempunyai arti bahwa perjanjian itu telah terjadi
sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok

perjanjian.®

Pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Kementerian atau Lembaga
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi dengan pelaku usaha,
contohnya pembangunan gedung di perguruan tinggi negeri atau pembuatan jalan
raya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa swasta dilakukan oleh sesama pelaku
usaha, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer
(CV), firma, dan lain-lain. Salah satu contoh pengadaan barang dan jasa swasta

adalah dalam hal melayani jasa konsultasi dan konsumsi (catering).

Proses pengadaan barang dan jasa ini, khususnya dalam bidang jasa konsumsi
tidak terlepas dari hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.
Karena hukum tersebut berguna melindungi konsumen dari segala risiko atas
penggunaan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai hukum

perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op.cit., hlm. 296.
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tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU Perlindungan
Konsumen.

Dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Pasal 2 UU Perlindungan
Konsumen menyebutkan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Selain itu Ditegaskan pula didalam Pasal 3 huruf f UU
Perlindungan Konsumen bahwa meningkatkan kualitas barang atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen. Sehingga berdasarkan pasal diatas, terlihat
bahwa sangat penting untuk menjamin kualitas barang demi kesejahteraan,

keselamatan serta kepastian atas mutu dan keamanan bagi konsumen.

Seperti halnya PT Aerofood Indonesia yang merupakan Perseroan Terbatas (PT)
yang didirikan berdasarkan pada hukum Republik Indonesia yang bergerak
dibidang penyedia makanan dan minuman. PT Aerofood Indonesia dalam
menyediakan makanan dapat berupa sayur dan buah ditujukan untuk konsumen.
Konsumen dalam mengonsumi sayur dan buah mempunyai hak untuk
mendapatkan makanan yang terjamin mutunya, sehat, dan fresh untuk

dikonsumsi.

PT Aerofood Indonesia sebagai pihak yang melakukan pengadaan ini harus

mempunyai standarisasi agar sayur dan buah tersebut sesuai dengan harapan
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konsumen yang mengkonsumsi. Apabila konsumen tidak merasa puas dengan
yang dikonsumsi maka tujuan dari UU Perlindungan Konsumen tidak tercapai.
Pasal 3 f UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tujuan perlindungan
konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sehingga untuk melihat peran UU Perlindungan Konsumen dalam mengawasi
kegiatan pengadaan sayur dan buah ini perlu adanya penelitian. Berdasarkan latar
belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang diberi judul “Perjanjian Pengadaan Sayur dan Buah oleh PT
Aerofood Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah
antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra Abadi?

2. Bagaimana hubungan hukum antara PT Aerofood Indonesia dengan CV
Aldyra Abadi dalam perjanjian pengadaan sayur dan buah tersebut?

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak yang
mengadakan perjanjian pengadaan sayur dan buah tersebut melakukan

wanprestasi?



C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1.

Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai
perlindungan hukum bagi pasien dan karyawan di rumah sakit, terhadap
vendor yang melakukan wanprestasi dalam mengirimkan sayur dan buah
yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Bidang ilmu ini adalah hukum
keperdataan, khususnya hukum Perlindungan Konsumen.

Ruang lingkup kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana perlindungan hukum
bagi konsumen terhadap vendor yang melakukan wanprestasi dalam

pengiriman buah dan sayur untuk rumah sakit.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan perjanjian
pengadaan sayur dan buah antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra
Abadi.

Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara PT Aerofood
Indonesia dengan CV Aldyra Abadi dalam perjanjian pengadaan sayur dan
buah tersebut.

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul apabila salah
satu pithak yang mengadakan perjanjian pengadaan sayur dan buah tersebut

melakukan wanprestasi.



E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun
secara praktis:
1. Kegunaan Teoritis
Untuk memahami dan menganalisis mekanisme pelaksanaan perjanjian pengadaan
sayur dan buah antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra Abadi,
hubungan hukum antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra Abadi dalam
perjanjian pengadaan sayur dan buah, dan akibat hukum yang timbul apabila salah
satu pihak yang mengadakan perjanjian pengadaan sayur dan buah tersebut
melakukan wanprestasi.
2. Kegunaan Praktis
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai
pengadaan barang dan perlindungan konsumen, pelaksanaannya, dan
permasalahan yang ditimbulkan karenanya;
b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap
sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi
persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum

Universitas Lampung.



IL. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu
atau lebih lainnya. Pasal tersebut dinilai ada kelemahan sehingga tidak di gunakan

lagi, sehingga yang di gunakan saat ini yaitu pendapat dari para ahli.

Rahmat Setiawan menyatakan bahwa pasal 1313 KUHPerdata tersebut terdapat
kelemahan dan dianggap belum lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian
sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perbuatan
tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan
untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menambah perkataan saling
mengikatkan diri dalam pasal 1313 KUHPerdata, sehingga perumusannya
menurut beliau menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu

orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.’

Abdulkadir Muhammad yang merumuskan kembali perjanjian berkaitan dengan
kelemahan definisi perjanjian Pasal 1313 KUHPedata sebagai berikut, bahwa

yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau

" Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, him.
49.
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lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan

hukum harta kekayaan.®

Subekti juga menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana
seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal.’

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian maksudnya adalah hubungan
hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang
memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu

. 1
prestasi.'’

Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa memang
suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari
pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata di atas masih terdapat
ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut
dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam

doktrin.

Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah
tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum atau tumbuh atau

lenyapnya hak dan kewajiban. Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne,

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, him. 93.

° R. Subekti, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung 1987, him. 17.

' M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.
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yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak
atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam
teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus

melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.''

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian pada umumnya terdapat didalam pasal 1320
KUHPerdata. Syarat sah tersebut antara lain:

1. Adanya persetujuan kehendak para pihak;

2. Adanya kewenangan (kecakapan) para pihak;

3. Adanya objek (prestasi) tertentu;

4. Adanya sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif, karena berkaitan dengan
orang atau pihak yang membuat perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir
disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan perjanjian itu sendiri
atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.'” Jika syarat
subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietighbaar) tapi
apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka sebagai akibat hukumnya perjanjian

batal demi hukum (nietig).

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan
persetujuan kehendak (ijjab Kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain.

Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan

' Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu),
Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15.

"2 R. Subekti, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, arbitrase dan peradilan,
alumni, Bandung, 1992, hlm. 17.
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menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama
lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan sela sekata antara pihak-pihak
mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu
juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final,
tidak lagi dalam tawar-menawar. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak
mengadakan negoisasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak
yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain

menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final."

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang
melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang
bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah
berumur 21 tahun penuh; walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah
kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di bawah pengampuan, dan memiliki surat
kuasa apabila mewakili pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata,
dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa,
orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila).

Apabila melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.'*

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan
suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek
tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib

dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op.cit., hlm. 299.
' Ibid., him. 301
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Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan
hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak
jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (nietig,

voia’).15

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat
halal. Tujuan penelitian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal.
Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat seperti penjelasan
pada Pasal 1337 KUHPerdata. Undang-undang tidak memedulikan apa yang
menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh
undang-undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-

pihak itu.'®

C. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas adalah dasar atau sesuatu
yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Hukum perjanjian mengenal
beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk
mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur
maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut
dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

15 Ibid., him. 302.
18 Ibid., hlm. 303.
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2. Asas pelengkap
Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti
apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang
menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam
perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-
undang. Asas ini mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.
3. Asas konsensual
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata
sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu
perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat
disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai
penjelmaan dari asas manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat
dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Akan tetapi, ada perjanjian
tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya, perjanjian perdamaian, hibah, dan
pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa
yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut
perjanjian formal.
4. Asas obligator
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru
dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik.
Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat
kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu, melalui penyerahan (levering). Hukum
perdata Prancis tidak mengenal perjanjian obligator. Perjanjian yang dibuat itu

sekaligus bersifat zakelijk, yaitu memindahkan hak milik. Hukum perdata Prancis
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tidak mengenal lembaga penyerahan (levering). Misalnya, dalam jual beli, sejak
terjadi perjanjian jual beli, secara otomatis hak milik beralih dari penjual kepada

pembeli tanpa melalui penyerahan (levering)."’

D. Macam-Macam Perjanjian

Berdasar pada kriteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi
lima macam. Kelima macam klasifikasi perjanjian tersebut berikut akan dijelaskan
satu persatu.

1. Perjanjian Dua Pihak dan Sepihak

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak
adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi
prestasi, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, atau tukar-menukar. Perjanjian
sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan
pihak lain menerima prestasi, misalnya, perjanjian hibah dan hadiah.

2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk
undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama
diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang
sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan
jumlahnya terbatas, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah,
asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam title V-XVII
KUHPerdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian

yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

7 Ibid., hlm. 295.
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3. Perjanjian Obligator dan Kebendaan
Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban,
misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan (konsensus) mengenai benda
dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga
benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang
yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik,
seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar-menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian
lain, seperti sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan

penguasaan benda (bezir).

4. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru
tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan
perjanjian, yaitu pengalihan hak. Pada hukum adat, perjanjian real justru yang
lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang
objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga

terjadi peralihan hak. Peristiwa ini disebut kontan (tunai).

5. Perjanjian Untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian
antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri.
Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak

kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi, masih ada lagi
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perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang
dimaksud, antara lain, ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang
pihak ketiga. Dalam perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat
mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena

ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat.

Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam perjanjian yang dibuat
oleh pihak-pihak, pada dasarnya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut
adalah bertindak dalam suatu kualitas biasanya sebagai mewakili salah satu pihak.
Dalam perjanjian dinyatakan dengan ungkapan ini untuk dan atas nama, misalnya,
dirumuskan Dardanela dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Suka
Damai. Jadi pihak dalam perjanjian adalah Dardanela, kualitasnya sebagai
Direktur mewakili PT Suka Damai, sedangkan pihak ketiga yang terikat hak dan

kewajiban adalah badan hukum PT Suka Damai.

Namun, lebih khusus lagi adalah perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu mengikat
pihak ketiga dalam arti hanya sebatas memperoleh hak tidak termasuk kewajiban.
Sebagai contoh yang lebih jelas adalah perjanjian asuransi jiwa. Seorang ayah
mengasuransikan anaknya yang sekolah dasar bernama Humairoh pada Asuransi
Jiwa Adil Makmur. Pihak ketiga yang terikat memperoleh hak atas suatu prestasi
berupa klaim asuransi adalah Humairoh anaknya yang sekolah dasar dalam polis
asuransi jiwa tertulis nama anaknya itu sebagai pihak ketiga yang berkepentingan
atas klaim Asuransi Jiwa Adil Makmur. Klausula asuransi seperti ini disebut

perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.'®

18 Ibid., hlm. 296.
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E. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyedia barang memiliki fungsi salah satunya menyediakan barang di bidang
makanan dan minuman yang sudah pasti membutuhkan barang dan jasa yang
menunjang optimalnya operasi di suatu perusahaan baik itu perusahaan swasta
maupun instansi pemerintah. Kebutuhan perusahaan swasta tersebut dipenuhi oleh

pihak lain yang biasanya berbentuk Comanditaire Venootschap (CV).

Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, pengadaan
barang dan jasa perusahaan swasta dinilai lebih mudah karena hanya melibatkan
dua pihak. Di mana dua pihak tersebut membuat perjanjian pengadaan barang dan
jasa yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Barang dan jasa yang diperjanjikan
itu perlu mendapat perlindungan apakah barang dan jasa tersebut sesuai dengan
yang diperjanjikan atau tidak. Apabila tidak maka perlu adanya teguran atau
sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Pasal
1 ayat (1) PerPres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengadaan barang
atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau
lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh barang atau jasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian atau

lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya di mulai
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dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang yang dalam hal ini adalah sayur
dan buah oleh PT Aerofood Indonesia dilandasi dengan adanya perjanjian yang
disepakati antara kedua pihak yang bersangkutan. Terdapat penjelasan dalam
PerPres tersebut bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya
disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana Swakelola.

F. Prinsip—Prinsip Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa perusahaan dilakukan dengan

berpedoman kepada prinsip-prinsip :

1. Efektif, yaitu pengadaan barang dan atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan perusahaan dan memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

2. Efisien, yaitu pengadaan barang dan atau jasa harus diusahakan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan
menggunakan dana dan sumber daya seminimal mungkin secara wajar dan
bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

3.  Kompetitif, yaitu pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi penyedia
barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan
memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang jelas dan transparan;
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4. Terbuka, yaitu pengadaan barang dan atau jasa dapat diikuti oleh semua
penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan atau Kkriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

5. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata
cara evaluasi, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa
yang berminat dan memenuhi kualifikasi;

6. Akuntabel, yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan

sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dan penyimpanan.'’

G. Kriteria dan Unsur Spesifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi adalah karakteristik dari barang dan jasa, yang dapat memenuhi
kebutuhan dan keinginan pengguna barang dan jasa yang dinyatakan secara
tertulis atau dapat digambarkan secara visual. Ada beberapa cara menentukan
karakteristik spesifikasi, antara lain:
1. Tepat
Spesifikasi memenuhi tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat aturan,
tepat lokasi dan tepat harga;
2. Maksimalisasi kinerja dan minimalisasi risiko
Spesifikasi didetailkan dalam kinerja yang diperlukan, penghapusan risiko

atau meminimalisasi risko;

' Nurul Imaniyah, Prinip-Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,
Http://nurulimaniyah79.wordpress.com/prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-pemerintah/
Diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 9.33 WIB.
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Kesesuaian dengan batasan
Spesifikasi dinilai dengan batasan keunggulan produk, bentuk atau ukuran,
fungsi, daya tahan, umur produk, kemasan, komponen dan material yang
digunakan, keselamatan dan keamanan produk, layanan purna jual, preferensi
pasar dan struktur kinerja;
Keunggulan pokok
Meliputi antara lain: kemampuan kerja produk, kapasitas terpasang, kinerja
produktivitas minimal, kinerja produktivias maksimal, dan kompatibilitas
atau kemampuan penyesuaian;
Bentuk atau ukuran
Meliputi antara lain: berat kotor, berat bersih, desain, warna, dan dimensi atau
ukuran;
Fungsi
Meliputi antara lain: fungsi utama dan fungsi tambahan;
Daya tahan
Meliputi antara lain: guncangan, benturan, jatuh, gangguan teknis, gangguan
cuaca, serta gangguan tidak terduga atau force majeure;
Umur produk
Meliputi antara lain: umur minimal, umur maksimal dan kapan upgrade;
Kemasan
Meliputi antara lain: cara mengemas luar, dalam dan kemasan pelindung;
Komponen dan material yang digunakan
Meliputi antara lain: komponen utama, komponen tambahan, komponen

pelengkap, jenis dan rincian bahan baku, dan kualitas bahan baku;
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11. Keselamatan dan keamanan pengguna produk
Meliputi antara lain: keamanan untuk pemakai dan lingkungan, proteksi
produk, system peringatan dini, mitigasi atau pencegahan risiko. Buku
petunjuk pemakaian;
12. Sertifikasi dan standarisasi produk
Meliputi atara lain: rujukan regulasi, rujukan standarisasi, pengujian kinerja,

pengujian mutu, pengujian keselamatan dan keamanan.*

H. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),
adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri
dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang
dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat
diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu

21
membubarkan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
selanjutnya disebut UU PT, perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.

20 Mudjisantosa, Kriteria dan unsur spesifikasi dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah, Http://Www.mudjisantosa.net/2013/06/kriteria-dan-unsur-spesifikasi-
dalam.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 10.52 WIB.

2L H.U. Adil Samdani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013,
hlm. 52.
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT, suatu perseroan harus mempunyai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya Pasal 18 UU PT ditegaskan
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam Anggaran
Dasar (AD) perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap
tidak eksis lagi. Meskipun dalam Anggaran Dasar (AD) ada dicantumkan secara
rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar (AD)
tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi

sebagai badan hukum.?

Persekutuan Komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang
hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada
persekutuannya, dan tidak turut ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan
persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu.

Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu.”

I. Sayur dan Buah Menurut Undang - Undang Pangan

Sayur dan buah adalah makanan yang sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat,
akan tetapi banyak juga masyarakat belum dapat membedakan antara buah dan
sayuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buah merupakan bagian
tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji, sedangkan
sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan

sebagainya yang dapat dimasak.

2 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 36.
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, hlm. 93.
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Konsumen dalam mengonsumsi makanan tentu saja memilih sayur dan buah yang
masih segar. Begitu juga dalam pengadaan sayur dan buah harus dipilih secara
benar agar konsumen terjamin keselematan dan keamanannya. Pasal 67 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa
keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis,
bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat. UU Pangan ini melindungi konsumen dari bahaya makanan yang
dikonsumsi. Terbukti dalam pasal 67 ayat (2) bahwa keamanan pangan
dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

J. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Konsumen ada dua macam yaitu konsumen akhir dan konsumen
antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu

produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain.*

Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga berbentuk badan hukum maupun

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

24 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006, him. 19.
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wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi.”

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut undang-undang adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Dalam undang-undang tersebut pengertian perlindungan konsumen
dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan
barang dan jasa untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa lain atau untuk
memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan
pelaku usaha.

c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan
atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau

rumah tangga tidak untuk diperdagangkan kembali.?®

Pengertian di atas dihubungkan dengan definisi konsumen yaitu setiap orang
pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.

3 Ibid, him. 20.
26 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.
79.
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Pelaku usaha dalam hal ini adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

K. Hukum Perlindungan Konsumen
Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering
terdengar. Namun, belum jelas apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya.

Juga, apakah kedua cabang hukum itu identik.”’

M.J. Leder menyatakan: In a sense there is no such creature as consumer law.
Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum
perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni: ...rules of
law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and

which ensure that weakness is not unfairly exploited.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah
satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan
(pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum
perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan
ditarik batasnya.28

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian

dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat

2 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.
28 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2014, hlm. 13.
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bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat
mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu

sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan

hidup.”

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan
masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Jadi
kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah bahwa hukum perlindungan
konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan

hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.3 0

L. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dapat dikatakan bahwa konsumen itu harus mendapat perlindungan, wajar saja
apabila mendapakan perlindungan. Biasanya konsumen adalah pihak yang sangat
lemah atau tidak tahu bahkan tidak mengerti terhadap produk tersebut. Asas yang
mengatur tentang perlindungan konsumen:

1. Asas kemanfaatan

2. Asas keadilan

3. Asas keseimbangan

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

% Sidharta, Op.cit., hlm. 10.
%' H.U. Adil Samadani, Op.cir., him. 186.
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Asas kepastian hukum®

Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah:

1.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh
pelaku usaha;

Meningkatkan kualitas barang dan jasa;

Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu
dan menyesatkan;

Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lain.*

M. Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan Konsumen

1.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Disamping untuk mendapatkan perlindungan konsumen masyarakat juga

mempunyai hak. Hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan

Konsumen meliputi:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan;

> Ibid, him. 80.
32 Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi),

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 257.
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang
digunakan;

e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
konsumen perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminasi;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian, dan atau penggantian
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak dengan sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lain.

Hak-hak konsumen diatas merupakan hal yang mendasar dan utama dalam
perlindungan konsumen. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diharapkan dapat
mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen
sehingga dapat menimbulkan suatu perekonomian yang sehat. Setelah dijelaskan
mengenai hak-hak dari konsumen, maka diharapkan konsumen bisa memahami
dan menyadari hak-hak tersebut. Dengan demikian konsumen bisa menuntut

haknya kepada pelaku usaha yang tidak menghormati hak-hak tersebut.”

33 Pricilla Natalia Atom, Jurnal Ilmiah Perlindungan terhadap konsumen bahan makanan
dan minuman kadaluwarsa di kabupaten manggarai provinsi nusa tenggara timur, 2014, hlm. 9.
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Selain konsumen berhak menuntut terpenuhinya hak-hak tersebut diatas
konsumen juga dituntut untuk bisa mengerti dan menyadari bahwa konsumen juga
mempunyai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, kewajiban-
kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen,
antara lain:**
a. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan atau jasa keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha
adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan dari undang-undang tersebut yang termasuk dalam pelaku usaha adalah

pelaku usaha perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang,

35

distributor dan lain-lain.”” Kajian atas perlindungan konsumen tidak dapat

dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Dalam pasal 6

34 .
Loc.cit.,

¥ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit
Media, 2011, hlm. 41.
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UU Perlindungan Konsumen produsen disebut sebagai pelaku usaha yang

mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang
diperdagangkan

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa

yang berlaku
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba
barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas
barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

N. Kerangka Pikir

Perjanjian Pengadaan Sayur dan Buah

l

CV. Aldyra Abadi X PT. Aerofood Indonesia
( Vendor) ( Perusahaan )

RS GRHA Kedoya
( Konsumen )

A 4

Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Sayur dan Buah
(vendor dan perusahaan)

A 4

Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengadaan Sayur dan Buah
(vendor dan perusahaan)

v
Akibat Hukum yang Timbul Apabila Salah Satu Pihak Melakukan
Wanprestasi (vendor dan perusahaan)

Keterangan :
Berdasarkan skema diatas, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian

pengadaan sayur dan buah yaitu vendor dan perusahaan. Vendor dalam perjanjian
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tersebut adalah penjual yang telah memenuhi standarisasi, yang dalam hal ini
adalah CV Aldyra Abadi. Sedangkan perusahaan dalam perjanjian ini adalah PT
Aerofood Indonesia berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang dan
jasa untuk konsumen. Konsumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan kosumen adalah setiap orang
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan. CV Aldyra Abadi dengan PT Aerofood Indonesia
membuat perjanjian pengadaan sayur dan buah untuk konsumen yang dalam hal
ini adalah Rumah Sakit GRHA Kedoya. Perjanjian ini didasarkan pada Pasal 1313
KUHPerdata yaitu seuatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
diri terhadap satu orang lain atau lebih. Karena perjanjian pengadaan tersebut
dilakukan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan tadi, maka terdapat mekanisme
pelakasanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah yang perlu dipaparkan secara
jelas. Adanya sayur dan buah yang disediakan sebagai objek pengadaan yang
dilakukan oleh pihak-pihak itu maka munculah hubungan hukum antara pihak
yang satu dengan yang lainnya. Pengadaan sayur dan buah itu dalam
pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah seperti wanprestasi yang dilakukan
oleh salah satu pihak. Masalah tersebut tentu saja akan merugikan konsumen yang
mengkonsumsi makanan tersebut. Maka perlu dikaji bagaimana perjanjian
pengadaan sayur dan buah tersebut bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



I1I. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir
Muhammad yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teort,
sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,
konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan
mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak
mengkaji aspek terapan atau implementasinya.36 Penelitian ini akan menelaah
peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan
perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu
penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat
tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa
hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.’’ Dalam penelitian ini

menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum

36 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, him. 101.
37 Ibid, hlm. 51.
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dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perjanjian pengadaan
sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif
analitis substansi hukum (approach of legal content analysis). Untuk
menggunakan pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan
tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci,
jelas dan akurat. Substansi hukum dalam hal ini adalah substansi perjanjian
pengadaan sayur dan buah terhadap hukum perlindungan konsumen bagi pasien
maupun karyawan rumah sakit yang mengkonsumsi sayur dan buah dari

pengadaan barang yang dilakukan PT Aerofood Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder,
merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara
mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri
dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang
meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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c. Surat Perjanjian 21/TP-LOG/AIC/I/2016 antara PT Aerofood Indonesia
dengan CV Aldyra Abadi tentang Pengadaan Sayur dan Buah.
d. Service Level Agreement antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra
Abadi
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah,
dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet yang

terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam
pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap beberapa literatur ilmu
pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
rumusan  masalah. Teknik yang digunakan yaitu = mengumpulkan,
mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang
diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan

mengolah data.
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2. Studi dokumen
Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis dokumen
perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia dan dokumen

yang terkait.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya
dilakukan dengan cara:>®

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat
kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yaitu
perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Editing

Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang
ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki
sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang
diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan
ini, yaitu tentang perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

3. Sistematisasi data

Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dikelompokkan secara sistematis

berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu perjanjian pengadaan sayur dan buah

38 Ibid, hlm. 175.
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oleh PT Aerofood Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis
yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu
penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.39 Dan disajikan tersusun secara sistematis
sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok
bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan
ini yaitu perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

% Ibid, him. 105.



V. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam bab ini akan

disajikan kesimpulan dan saran bagi PT Aerofood Indonesia dan CV Aldyra

Abadi yang melakukan perjanjian pengadaan sayur dan buah.

A. Simpulan

1.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT
Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra Abadi didalamnya disebutkan secara
jelas pihak-pihak yang bersangkutan atau subjek hukum terpenuhi, objek dari
perjanjian ini dijelaskan secara rinci sayur dan buah apa saja yang dijadikan
sebagai bahan-bahan makanan yang akan di masak lalu disajikan kepada
konsumen. Untuk pelaksanaan pengadaan sayur dan buah ini melalui proses
yang sangat panjang karena semua yang diperlukan harus diperiksa sesuai
dengan prosedur.

Hubungan hukum antara PT Aerofood Indonesia dengan CV Aldyra Abadi
dalam perjanjian pengadaan sayur dan buah ini merupakan hubungan antar
dua pihak yang menurut ketentuan hukum dapat berupa ikatan hak dan
kewajiban.

Akibat hukum yang timbul apabila CV Aldyra Abadi dalam perjanjian

pengadaan sayur dan buah melakukan wanprestasi maka pihak PT Aerofood
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Indonesia dapat memberikan Surat Peringatan kepada CV Aldyra Abadi.
Namun apabila terjadi force majeur maka pihak PT Aerofood Indonesia lah
yang menanggung risiko atas kejadian tersebut. Sedangkan kerugian yang
dialami konsumen yang disebabkan oleh pengadaan sayur dan buah kedua
pihak tersebut upaya yang dapat dilakukan konsumen adalah penyelesaian

sengketa melalui pengadilan (litigasi) atau luar pengadilan (non litigasi).

B. Saran

1.

Pemerintah, sebaiknya pemerintah membuat peraturan khusus yang mengatur
pengadaan barang dan jasa swasta, sehingga dalam membuat perjanjian para
pelaku usaha tidak hanya mengacu pada hukum perjanjian di KUHPerdata.
Selain itu seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha
dan konsumen mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen yang diatur

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku Usaha, dalam proses pengadaan sayur dan buah ini diharapkan agar
lebih berhati-hati lagi, karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang mengawasi kegiatan pengadaan sayur

dan buah tersebut.
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